BAB V
PENUTUP
5.1. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam penetapan pengalihan penahanan dalam
perkara ini sudah cacat sejak awal sehingga hasil dari penetapan itu sudah barang
tentu cacat pula sehingga berpengaruh pada proses peradilan itu sendiri hal ini
secara sederhana berpengaruh terhadap asas hukum pidana materil yaitu
peradilan cepat, sederhana biaya ringan yang sama sekali tidak diperhatikan.
Selain itu, pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan pengalihan

penahanan tidak dijalankan dengan baik.

Dampak yuridis dalam perkara ini tidak tercapai asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan, kondisi ini tidak sejalan dengan asas yang dimaksud
yang bermuara pada tidak adanya kepastian hukum dalam menemukan kebenaran

materil yang ada dalam perkara a-quo

5.2. USUL DAN SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian yang ada, maka disarankan agar
Hakim dalam pertimbangannnya selalu memperhatikan konsekuensi hukumnya
semisal asas cepat, sederhana, biaya ringan dan asas kepastian hukum dipikirkan
sehingga tidak berkonsekuensi terhadap hukum hukum itu sendiri, selain itu
dipikirkan untuk masalah pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi
tahanan kota maupun tahanan rumah perlu adanya kerja sama semua elemen,

seperti pihak Rumah tahanan negara, Kepala Desa, RT-RW dan komponen



lainnya sehingga tidak memungkinkan persitiwa yang sama terjadi lagi di

kemudian hari.

Untuk meminimalisir dampak sebagaimana dalam penelitian hal pertama
yang perlu dilakukan adalah perlu ditegaskan dalam pembaharuan KUHAP
mengenai kejelasan tempat tinggal atau domisili selain itu asas asas dalam
Hukum acara pidana beberapa diantaranya asas cepat, sederhana, biaya ringan dan

asas kepastian hukum itu sendiri.
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